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KATA	PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tim PenyusunLAKIP Pengadilan Negeri Saumlaki telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015. LKjIP ini adalah LaporanKinerja Tahunan yang berisikan perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri Saumlakisebagai bagian dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkankeberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi - misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggung jawabansecara periodik.Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 ini menindak-lanjutsurat Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: W27-U/1168/PL.09/XII/2015 tanggal 2Desember 2015 yang mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :5 1 6 - 1 /SEK/KU.01/11/2015, tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIPTahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016,  yang dalam penyusunannyaberpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yangmengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015.Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015, merupakan hasil optimal dariperencanaan yang telah disusun sebelumnya dan telah berpedoman kepada ketentuanyang berlaku. Dan dari realiasi anggaran yang dicairkan telah mencerminkan efektifitasdan efisiensi serta telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yang tujuannya adalahdalam menunjang dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan amanah yangdiberikan sesuai Tugas pokok dan fungsi badan peradilan dan dalam rangka mewujudkanreformasi peradilan dalam meningkatkan pelayanan publik terkait dengan visi dan misiMahkamah Agung " Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung " dan Khususnya visi danmisi Pengadilan Negeri Saumlaki yaitu : Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung di

Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki ".
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Pengadilan NegeriSaumlaki ini sebagai laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas dan fungsi
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Pengadilan Negeri Saumlaki. Sementara Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalahrencana yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016.Disamping itu Laporan Kinerja ini juga dapat dimanfaatkan sebagai umpan  balikbagi Pengadilan Negeri Saumlaki dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya gunamencapai tujuan dan sasaran. Dalam penulisan ini masih banyak kelemahan dan perlupenyempurnaan. Untuk itu saran-saran yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan.Demikian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 dan PenetapanKinerja Tahun 2016.
KETUA

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002
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RINGKASAN	EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban daritugas dan fungsi yang diemban oleh suatu instansi/lembaga. Dengan landasan pemikirantersebut, Laporan Kinerja (LKjIP) satuan kerja Pengadilan Negeri  tahun 2015 ini disusun.LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri  selama tahun 2015, PerjanjianKinerja 2015, serta Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2016 dan 2017.Dalam LKjIP ini tertuang Reviu Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Negeriyang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nomor :11/KPN/SK/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 dan Reviu Rencana Strategis 2015-2019.Selanjutnya bahwa LKjIP Pengadilan Negeri Tahun 2015 ini disusun sebagaiLaporan terhadap “Pencapaian Kinerja“ (Performance Result) selama kurun waktu daribulan Januari s/d Desember 2015, yang sepenuhnya mengacu pada Rencana StrategiPengadilan Negeri Tahun 2015-2019.Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaiankinerja Pengadilan Negeri adalah penyelesaian perkara dan perbaikan pelayanan publik.Untuk itu Pengadilan Negeri berusaha untuk melaksanakan TUPOKSI tersebut yangpengukurannya dilihat pada Indikator Kinerja utama yang telah di tetapkan olehPengadilan Negeri dan di sinkronisasi dengan Rencana Strategi 2015-2019 yang telahdibuat.Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategi yang ditetapkan dalamPenetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015, secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerjaPengadilan Negeri  adalah sebesar 75,54%.Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategi tersebutdapat diilustrasikan dalam table berikut :
No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target

(%)
Realisasi

(%)
Capaian
Kinerja1. Peningkatan PenyelesaianPerkara (Pidana, Perdata) a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;b. Persentase mediasi yang menjadi aktaperdamaian;c. Jumlah Perkara Yang diselesaikan;d. Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan;e. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu maksimal 5 bulan;f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

503090100905

53,7355,5576,641008712,96

107,76%185,16%85,15%100%96,66%259,2%
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2. Peningkatan akseptabilitasputusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukanupaya hukum :a. Bandingb. Kasasic. Peninjauan Kembali 907080 92,96400 103,28%57,14%0%3. Peningkatan efektivitaspengelolaan penyelesaianperkara a. Persentase berkas yang diajukanBanding, Kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap ;b. Prosentase Berkas yang diregister dansiap disidangkan ke Majelis;c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak;d. Prosentase pelaksanaan penyitaantepat waktu dan tempat ;e. Rasio majelis Hakim terhadap perkara

100
100100
1001:20

100
100100
1001:35

100
100100
10057,14%4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadap peradilan(access to justice) a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan;b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara zetting plaat;c. Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatian masyarakat)yang dapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 hari kerjasejak diputus;d. Persentase pencari keadilan golongantertentu (miskin) yang mendapatlayanan bantuan hukum (POSBAKUM).

100100100
100

0100100
0

0200100
0

5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan. Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti
100 100 100

6. Peningkatan Kualitas SDM. a. Prosentase Pegawai Lulus Diklat TeknisYudisial;b. Prosentase Pegawai yang lulus diklatteknis non Yudisial;c. Prosentase Pegawai yang dipromosikanuntuk menduduki jabatan Teknis dannon Teknis.

100100100
100100100

100100100
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BAB	I	PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGPelaksanaan kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalamsuatu sistem perencanaan yang baik dengan skala perioritas yang matang disertaidengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan danakuntabilitas mutlak diperlukan.Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentangPemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata daripemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraankehidupan bernegara.Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerjayang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi  masing-masing Kementerian /Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkunganBadan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri sebagaisalah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawahMahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui RencanaStrategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana danterukur hasil yang akan dicapai.Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawahnaungan Mahkamah Agung pun mendukung setiap kegiatan yang dilakukan olehMahkamah Agung.Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat pertama di Negara KesatuanRepublik Indonesia dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman dan Undang-Undang   No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung makasecara organisasi, administrasi dan finansial mempunyai visi :
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“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI”.
B. TUGAS DAN FUNGSIPengadilan Negeri Saumlaki merupakan lingkungan peradilan umum di bawahMahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugaspokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkatpertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturanperundang-undangan.Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harusdilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasipengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasiKepaniteraan dan administrasi sekretariat, hal mana dimaksudkan selainmenyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akanmempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Saumlaki yakni:1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraantugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dankesekretariatan).2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangandan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.3. Majelis Hakim adalah bertugas  menetapkan  hari  sidang,  memeriksa danmengadili perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal pengadilannegeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri  parapihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas  pembuatan dankebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya,mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatanganiputusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakanpembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yangditugaskan kepadanya.
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4. Panitera/Sekretaris adalah menyelenggarakan administrasi dibidangteknis peradilan (administrasi perkara) dan administrasi umum(kesekretariatan) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.5. Wakil Panitera adalah membantu panitera didalam membina danmengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.6. Panitera Muda Perdata adalah membantu panitera dalammenyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerimagugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dansomasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.7. Panitera Muda Pidana adalah membantu panitera dalammenyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana,banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lainberdasarkan peraturan yang berlaku.8. Panitera Muda Hukum adalah membantu panitera melakukan urusan dataperkara, statistik dan membuat laporan perkara.9. Wakil Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalampengurusan surat - surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasiKepegawaian, Keuangan dan Umum di Pengadilan Negeri.10. Sub Bagian Kepegawaian adalah mengkoordinasikan urusan kepangkatan,kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dantugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.11. Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan, mengkoordinasikan urusankeuangan, kecuali keuangan perkara.12. Sub Bagian Umum adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakanUrusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.13. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikutidan mencatat  jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalamhal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan penahananterdakwa, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya,mengetik putusan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya danmenyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana atau Perdatabila telah selesai mutasi.
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14. Juru Sita mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikanoleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalahperkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilansidang, dll.
C. SISTEMATIKA PENYAJIANPada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini untuk mengkomunikasikanpencapaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki dalam tahun anggaran 2015 denganbentuk sajian sebagai berikut:BAB I. Pendahuluan. Menguraikan gambaran secara garis besar tentangPengadilan Negeri Saumlaki dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain; a. LatarBelakang; b. Tugas dan Fungsi; c. Sistematika Penyajian.BAB II. menguraikan perencanaan dan penetapa kinerja serta program kerjaPengadilan Negeri Saumlaki dalam tahun anggaran 2015 yang berisikan antara lain:a. Rencana Strategis; b. Tujuan strategis; c. Sasaran Strategis; d. IKU PengadilanNegeri Saumlaki; e. Rencana Kinerja Tahunan 2015 dan f. Perjanjian Kinerja tahun2015.BAB III. menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki yangterdiri dari; a. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan relisasi kinerja);b. Analisi akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).BAB IV, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian tentang laporan kinerja(LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan NegeriSaumlaki di masa datang, yang berisikan antara lain; a. kesimpulan dan b. saran.lampiran yang mendukung LKjIP ini antara lain; 1. Struktur Organisasi PengadilanNegeri Saumlaki, 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2015; 3. PengukuranKinerja Tahun 2015; 4. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Saumlaki; 5.Rencana Kinerja Tahun 2015; 6. Penetapan Kinerja Tahun 2016; 7. Matrik RencanaStrategi Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 – 2019; 9. Rencana Kinerja Tahun2017; 10. SK tim penyusunan LKjIP 2015.
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BAB	II	PERENCANAAN	DAN	PERJANJIAN	KERJA

A. RENCANA STRATEGISRencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 merupakankomitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yangterencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan peraturanperundang- undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagaipedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki diselaraskan denganarah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan denganpembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangkamenengah  (RPJM)  tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerjadalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misiserta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Saumlaki merupakan gambaranatau visionabel dari kinerja Peradilan, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 merupakansuatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atauproses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkanorganisasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

VISIVisi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita –cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Negeri Saumlaki.VISI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI :
“ MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG

DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI “
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MISIUntuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki menetapkan misiyang menggambarkan hal yang harus di laksanakan, yaitu :1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi;2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangkapeningkatan pelayanan pada masyarakat;3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif danefisien;5. Mengupayakan  tersedianya  sarana  dan  prasarana  peradilan  sesuai  denganketentuan yang berlaku.
Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatupekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam ataspermasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Saumlaki dan rencana sertastrategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada.Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yangbermartabat, berwibawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum.

b. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGISTujuan adalah sesuatu yang  akan dicapai atau dihasilkan dalam jangkawaktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepadapernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Saumlaki. Adapun Tujuan yang hendakdicapai Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sebagai berikut:1. Terpenuhinya rasa Kepuasan kepada pencari keadilan;2. Terjangkaunya Pengadilan Negeri Saumlaki bagi setiap pencari keadilan;3. Kepercayaan public terhadap Pengadilan Negeri Saumlaki yang telahmelaksanakan tujuan seperti pada butir 1 dan 2 diatas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yangakan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan daritahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapaiPengadilan Negeri Saumlaki adalah sebagai berikut :
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1. Meningkatnya penyelesaian perkara.2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.6. Peningkatan kualitas SDM.
c. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOKUntuk Merealisasikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan olehPengadilan Negeri Saumlaki maka semuanya itu dituangkan dalam Program dankegiatan sebagai berikut:1. Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum2. Program peningkatan dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya Mahkamah Agung R.I3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung R.I.

Untuk melaksanakan Program tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telahmenentukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM;Untuk menjalankan Program ini Pengadilan Negeri Saumlaki telahmenentukan kegiatan yang dilakukan yaitu:a. Kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum;b. Penyediaan dana bantuan hukum kepada masyarakat di wilayah hukumPengadilan Negeri Saumlaki.

2. PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN

TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG R.I ;Untuk menjalankan Program ini Pengadilan Negeri Saumlaki telahmenentukan kegiatan yang dilakukan yaitu: Kegiatan Pembinaan Administrasidan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
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3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI.Untuk menjalankan Program ini Pengadilan Negeri Saumlaki telahmenentukan Kegiatan yang dilakukan yaitu: Kegiatan pengadaan saranadan prasana di lingkungan Mahkamah Agung R.I.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKIPengadilan Negeri Saumlaki telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utamaberdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor: 30/KPN/SK/XII/2012tanggal 18 Desember 2012, dan telah direviu dengan SK Ketua Pengadilan SaumlakiNomor: W27-U4/ 15a /SK/KPN/IV/2015 tanggal 30 April 2015 dapat dilihat sebagaiberikut :
NO KINERJA

UTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB
SUMBER DATA1. Meningkatnyapenyelesaianperkara(Perdata,Pidana)

a. Persentase mediasiyang diselesaikan Perbandingan antaramediasi yang disepakatidengan jumlah mediasi yangditerima dan menjadiperkara
Panitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan

b. Persentase mediasiyang menjadi aktaperdamaian Perbadingan antara mediasiyg diproses dengan jumlahmediasi yg menjadi aktaperdamaian.
Hakim MediasiPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunanc. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan Perbandingan sisa perkarayang diselesaikan dengansisa perkara yang harusdiselesaikan
Hakim Majelis danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunand. Persentase perkarayang diselesaikan Perbandingan perkara yangdiselesaikan denganperkara yang akandiselesaikan (saldo awal danperkara yang masuk)
Hakim Majelis danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan

e. Persentase perkarayang diselesaikandalam jangkawaktu maksimal 5bulan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 5 bulandengan perkara yang harusdiselesaikan dalam waktumaksimal 5 bulan (diluarsisa perkara)

Hakim Majelis danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan

f. Persentase perkarayang diselesaikandalam jangkawaktu lebih dari5 bulan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan lebih dari 5bulan dengan perkara ygdiselesaikan dalam waktukurang dari 5 bulan.

Hakim MajelisPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
2
.

Peningkatanakseptabilitasputusan Hakim Persentase perkarayang tidakmengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi
Perbandingan jumlahperkara yang tidakmengajukan upaya hukum(Banding, Kasasi,Peninjauan Kembali)dengan jumlah perkara yang

Hakim Majelis Laporan Bulanandan LaporanTahunan
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- Peninjauan Kembali putus.
3
.

Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
a. Persentase berkasyang diajukankasasi  dan PKyang disampaikansecara lengkap

Perbandingan antara berkasyang diajukan Kasasi dan PKyang lengkap (terdiri daribundel A dan B) denganjumlah berkas yangdiajukan Kasasi dan PK
Panitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan

b. Persentase berkasyang  diregisterdan telahdidistribusikan keMajelis
Perbandingan antara berkasperkara yang diterimaKepaniteraan denganberkas perkara yangdidistribusikan ke Majelis

Panitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentasepenyampaianpemberitahuanrelaas putusan tepatwaktu, tempat danpara pihak

Perbandingan antara berkasputusan dengan relasputusan yang disampaikanke para pihak tepat waktu.
Panitera/ Sekretarisdan Juru Sita Laporan Bulanandan LaporanTahunan

d. Prosentasepelaksanaanpenyitaan tepatwaktu dan tempate. Rasio majelishakim terhadapperkara

Perbandingan antarapermohonan pelaksanaanpenyitaan denganpelaksanaan penyitaan tepatwaktu dan tempatPerbandingan antara majelisHakim dengan perkara yangditangani

Panitera/ Sekretarisdan Juru Sita
Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanandan LaporanTahunan
LaporanTahunan

4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan(acces tojustice)

a. Persentase perkaraprodeo yangdiselesaikan Perbandingan perkaraprodeo yang diselesaikandengan perkara prodeoyang masuk
Majelis Hakim danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan

b. Persentase perkarayang dapatdiselesaikandengan cara
zetting plaatz

Perbandingan perkara yangdibawa ke lokasi zetting
plaatz denganbjumlahperkara yang diselesaikansecara setting plaatz

Majelis Hakim danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase (amar)putusan perkara(yang menarikperhatianmasyarakat) yangdapat diakses secara

on line dalamwaktu maksimal 1hari kerja sejakdiputus.

Perbandingan amar putusanperkara tindak pidanakorupsi yang ditayangkan di
web sitedengan jumlah perkaratindak pidana korupsi yangtidakDitayangkan

Majelis Hakim danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan

d. Persentase pencarikeadilan golongantertentu (miskin)yang mendapatlayanan bantuanhukum(POSBAKUM)

Perbandingan perkara yangmendapat Bantuan hukumdengan jumlah perkara(untuk pencari keadilangolongan miskin) yangtidak mendapat bantuanhukum

Majelis Hakim danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
5. Meningkatnyakepatuhanterhadapputusanpengadilan.

Persentasepermohonan eksekusiatas putusan perkaraperdata yangberkekuatan hukumtetap yangditindaklanjuti

Perbandingan perkaraperdata yangditindaklanjuti (dieksekusi)dengan perkara perdatayang belum ditindaklanjuti(dieksekusi)
Ketua Pengadilandan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan

6. PeningkatanKualitas SDM a. ProsentasePegawai yang lulusdiklat teknis Perbandingan antarapegawai yang lulus diklatteknis yudisial dan yang Ketua Pengadilandan Panitera/Sekretaris LaporanTahunan
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yudisial; tidak lulusb. Prosentasepegawai yang lulusdiklat non yudisial; Perbandingan antarapegawai yang lulus diklatnon teknis yudisial dan yangtidak lulus
Ketua Pengadilandan Panitera/Sekretaris LaporanTahunan

c. Prosentasepegawai yangdipromosikanuntuk mendudukijabatan teknis dannon teknis
Perbandingan antarapegawai yang dipromosikanuntuk menduduki jabatanteknis dan non teknisdengan banyaknya pegawai.

Ketua Pengadilandan Panitera/Sekretaris LaporanTahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 ini disusunberdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 yaitu sebagai berikut :
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(%)1. Peningkatan Penyelesaian Perkara(Pidana, Perdata) a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;c. Jumlah perkara yang diselesaikan;d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan;e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 (lima) bulan;f. Persentase perkara yang diselsaikan dalam jangka waktulebih dari 5 (lima) bulan;

5030901009052 Peningkatan akseptabilitas putusanhakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :a. Bandingb. Kasasic. Peninjauan Kembali 9070803 Peningkatan efektivitaspengelolaan penyelesaian perkara a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK yangdisampaikan secara lengkap;b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan olehmajelis;c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusantepat waktu, tempat dan para pihak;d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu dan tempat.e. Ratio majelis Hakim terhadap perkara

1001001001001:204 Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadap peradilan
(access to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan carazitting plaats;c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatianmasyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktumasimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus;d. Persentase pencari  keadilan golongan tertentu (miskin) yangmendapat layanan bantuan hukum.

100100100
1005 Meningkatnya kepatuhan terhadapputusan pengadilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdatayang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. 1006 Peningkatan kualitas Sumber DayaManusia a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisal;b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial;c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk mendudukijabatan teknis dan non teknis.
100100100100



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat 2015

11Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) PENGADILAN NEGERI

SAUMLAKI TAHUN 2015.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yangmempresentasikan tekad dan janji untuk  mencapai kinerja yang jelas danterukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkansumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasiakuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan penetapan kinerja inididasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah yang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi serta Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015, acuandalam menyusun penetapan kinerja tahun 2015.Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2015 dandinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2015, dengan menyesuaikan hasil dariIndikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Saumlaki yang disusun tahun 2015.Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan sasaran-sasaran yangmenjadi isu strategis Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2015, maka dapat diperincisebagai berikut :
Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1. Peningkatan Penyelesaian perkara (Pidana,Perdana) a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;b. Persentase mediasi yang menjadi aktaperdamaian;c. Jumlah perkara yang diselesaikan;d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan;e. Persentase perkara yang diselesaikan dalamjangka waktu maksimal 5 (lima) bulan;f. Persentase perkara yang diselsaikan dalamjangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan;

50%30%90%100%90%5%
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3. Peningkatan efektivitas pengelolaanpenyelesaian perkara a. Persentase berkas yang diajukan Banding,Kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap;b. Persentase berkas yang diregister dan siapdisidangkan oleh majelis;c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempat dan para pihak;d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktudan tempat.e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

100%100%100%100%1:204. Peningkatan aksesibilitas masyarakatterhadap peradilan (access to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;b. Persentase perkara yang dapat diselesaikandengan cara zetting plaats;c. Persentase (amar) putusan perkara (yangmenarik perhatian masyarakat) yang dapatdiakses secara online dalam waktu masimal 1(satu) hari kerja sejak diputus;d. Persentase pencari  keadilan golongan tertentu(miskin) yang mendapat layanan bantuanhukum.

100%100%100%
100%

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusanpengadilan Persentase permohonan eksekusi atas putusanperkara perdata yang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti. 100%
6. Peningkatan Kualitas SDM a. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknisyudisial;b. Prosentase pegawai yang lulus diklat nonyudisial;c. Prosentase pegawai yang dipromosikan untukmenduduki jabatan teknis dan non teknis;

100%100%100%

2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upayahukum :a. Bandingb. Kasasic. Peninjauan Kembali 90%70%80%



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat 2015

13Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

BAB	III	AKUNTABILITAS	KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJAAkuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaianpelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatuorganisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambunganuntuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuanyang telah ditetapkan dalammewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metodeuntuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuanyang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanismeuntuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alatmanajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2015,dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan targetpencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaranyang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Tingkatan Capaian Kinerja  =
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namundemikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini.Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikandalam tabel dibawah ini.

Realisasi X 100 %Rencana
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Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Saumlaki
Tahun Anggaran : 2015

No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
(%)

Realisasi
(%)

Capaian
Kinerja1. Peningkatan PenyelesaianPerkara (Pidana, Perdata) a. Prosentase Mediasi yangdiselesaikan;b. Persentase mediasi yang menjadiakta perdamaian;c. Jumlah Perkara Yang diselesaikan;d. Jumlah Sisa Perkara yangdiselesaikan;e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan;f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktulebih dari 5 bulan.

50309010090
5

53,7355,5576,6410087
12,96

107,76%185,16%85,15%100%96,66%
252,2%

2. Peningkatan akseptabilitasputusan Hakim Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :a. Bandingb. Kasasic. Peninjauan Kembali 907080 92,96400 103,28%57,14%03. Peningkatan efektivitaspengelolaan penyelesaianperkara a. Persentase berkas yang diajukanBanding, Kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap ;b. Prosentase Berkas yang diregisterdan siap disidangkan ke Majelis;c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak;d. Prosentase pelaksanaan penyitaantepat waktu dan tempat ;e. Rasio Majelis Hakim terhadapperkara

100
100100
1001:20

100
100100
1001:35

100%
100%100%
100%57,14%

4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadap peradilan(acces to justice) a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan;b. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara zettingplaat;c. Persentase (amar) putusan perkara(yang menarik perhatianmasyarakat) yang dapat diaksessecara on line dalam waktumaksimal 1 hari kerja sejak diputus;d. Persentase pencari keadilangolongan tertentu (miskin) yangmendapat layanan bantuan hukum(POSBAKUM).

100100
100
100

0100
100

0

0%100%
100%

0%
5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan. Persentase permohonan eksekusi atasputusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti

100 100 100%
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6. Peningkatan Kualitas SDM. a. Prosentase Pegawai Lulus DiklatTeknis Yudisial;b. Prosentase Pegawai yang lulus diklatteknis non Yudisial;c. Prosentase Pegawai yangdipromosikan untuk mendudukijabatan Teknis dan non Teknis.

100100
100

100100
100

100100
100

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2015 : Rp. 3.851.993.000,-Jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2015 : Rp. 3.801.765.546,-
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJAPengukuran kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 mengacu padaindikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapaisasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Saumlakitelah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasilcapaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Penyelesaian PerkaraSasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensipenyelenggaraan peradilan di Indonesia dalam penyelesaian perkara diPengadilan Negeri Saumlaki.Pencapaian sasaran penyelesaian perkara pada tahun 2015, jikadibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2013 dan 2014 dapatdilihat pada table berikut ini :
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Realisasi2013(%) 2014(%) 2015(%)1. Peningkatan PenyelesaianPerkara (Pidana, Perdata) a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;b. Persentase mediasi yang menjadi aktaperdamaian;c. persentase Perkara Yang diselesaikan;d. persentase Sisa Perkara yangdiselesaikan;e. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu     maksimal 5(lima) bulan;f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih 5 (lima)bulan.

57,89094,3110093,67
6,33

52,7822,2210010098,76
1,23

53,7355,5585,1510087
12,96
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Indikator kinerja sasaran penyelesaian perkara pada tahun 2015 dapatdigambarkan sebagai berikut :
Tabel Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%)

Realisasi
(%)

Capaian
Kinerja1. Peningkatan PenyelesaianPerkara (Pidana, Perdata) a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;b. Persentase mediasi yang menjadi aktaperdamaian;c. persentase Perkara Yang diselesaikan;d. persentase Sisa Perkara yangdiselesaikan;e. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu     maksimal 5(lima) bulan;f. Persentase perkara yang diselesaikandalam jangka waktu lebih 5 (lima)bulan.

50309010090
5

53,7355,5576,6410087
12,96

107,76%185,16%85,15%100%96,66%
252,2%

Untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara meliputi 6 (enam)indikator diantaranya :1. Persentase mediasi yang diselesaikan;2. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian;3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;4. Persentase perkara yang diselesaikan;5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5(lima) bulan;6. Persentasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5(lima) bulan.
a. Persentase mediasi yang diselesaikanYaitu Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlahperkara yang diajukan mediasi. Jumlah perkara perdata yang masuk padaTahun 2015 adalah sebanyak 67 perkara, dan yang dimediasi adalah 36perkara, 28 perkara pihak diketahui alamatnya, 2 perkara dicabut dan 1perkara dinyatakan gugur. Sehingga persentase mediasi yang diselesaikanadalah 53,73 %.Hasil tersebut membuat capaian kinerja pada indikator ini sebesar107,46 % dan lebih besar dari target yang diinginkan yaitu 50%.
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Penanganan perkara yang diselesaikan lewat mediasi  pada Tahun2015 jika dibandingkan dengan Tahun 2013 dan 2014 mengalamipeningkatan yang signifikan, disebabkan karena adanya penambahanjumlah perkara yang masuk setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat padatabel dan grafik sebagai berikut :
NO Data Perkara Perdata Jumlah Perkara Realisasi %

1. Sisa Tahun 2012
Perkara Masuk Tahun 2013
MediasiPutusCabutGugurSisa Dalam Tahun 2013

6
19
1115334

57,89
2. Sisa Tahun 2013

Perkara Masuk Tahun 2014
MediasiPutusCabutGugurSisa Dalam Tahun 2014

4
36
19205015

52,78
3. Sisa Tahun 2014

Perkara Masuk Tahun 2015
MediasiPutusCabutGugurSisa Dalam Tahun 2015

15
67
36522127

53,73

GRAFIK PERBANDINGAN MEDIASI YANG DISELESAIKAN
PERKARA PERDATA TAHUN 2013, 2014 DAN 2015
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b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akta perdamaianyaitu Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlahmediasi yang menjadi akte perdamaian. Jumlah perkara perdata yangdimediasi Tahun 2015 adalah sebanyak 36 perkara dan jumlah perkarayang berhasil mediasi (menghasilkan akte perdamaian) adalah 20perkara. Sehingga Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi aktaperdamaian sebesar 55,55 %. Hal ini diakibatkan oleh semua perkaragagal dalam mediasi dan para pihak lebih menginginkan menempuh lewatjalur persidangan.
Berikut tabel dan grafik mediasi yang berhasil diselesaikan menjadiakta perdamaian Perkara Perdata Tahun 2013, 2014 dan 2015 :

NO Data Perkara Perdata Jumlah Perkara Realisasi %

1. Sisa Tahun 2012Perkara Masuk Tahun 2013
Mediasi
Berhasil Mediasi (akte perdamaian)Gagal MediasiPutusCabutGugurSisa Dalam Tahun 2013

619
11
01115334

0



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat 2015

19Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

0

5

10

15

20

6

19

0

11

15

3 3 4

2013

Sisa Tahun 2012Masuk Tahun 2013Berhasil Mediasi (aktaPerdamaian)Gagal MediasiPutusCabut

0

10

20

30

40

4

36

8
11

20

5
0

15

2014

Sisa Tahun 2013Masuk Tahun 2014Berhasil Mediasi (aktaPerdamaian)Gagal MediasiPutusCabut

0
10
20
30
40
50
60
70

15

67

20 16

52

2 1

27

2015

Sisa Tahun 2014Masuk Tahun 2015Berhasil Mediasi (aktaPerdamaian)Gagal MediasiPutusCabut

2. Sisa Tahun 2013Perkara Masuk Tahun 2014
Mediasi
Berhasil Mediasi (akte perdamaian)Gagal MediasiPutusCabutGugurSisa Dalam Tahun 2014

436
19
811205015

42,10
3. Sisa Tahun 2014Perkara Masuk Tahun 2015

Mediasi
Berhasil Mediasi (akte perdamaian)Gagal MediasiPutusCabutGugurSisa Dalam Tahun 2015

1567
36
2016522127

55,55

GRAFIK PERBANDINGAN MEDIASI YANG DISELESAIKAN MENJADI AKTA
PERDAMAIAN PERKARA PERDATA TAHUN 2013, 2014 dan 2015
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c. Persentase sisa perkara yang diselesaikanyaitu Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisaperkara yang harus diselesaikan. Dan besarnya Persentase tersebutadalah 100 % karena semua sisa perkara tahun sebelumnya selaludiusahakan segera diselesaikan di tahun selanjutnya.Persentase sisa perkara perdata dan pidana untuk tahun 2014 yaitu:Pidana : 9 (sembilan) perkaraPerdata : 14 (empat belas) perkarasehingga seluruhnya dapat diselesaikan pada Tahun 2015.Penyelesaian sisa perkara tahun 2013, 2014 dan 2015 mencapaitarget 100%, hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku padaPengadilan Negeri Saumlaki telah berjalan dengan baik dan lancar karenatidak ada sisa perkara yang dapat diselesaikan tahun berikutnya. Hal inidapat dilihat pada tabel dan grafik sebagaimana berikut ini :
PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA

NO Data Perkara Perdata Jumlah Perkara Realisasi %

1. Sisa Tahun 2012Perkara Masuk Tahun 2013Jumlah PerkaraPutusCabutGugurSisa Dalam Tahun 2013

6192515334
100

2. Sisa Tahun 2013Perkara Masuk Tahun 2014Jumlah PerkaraPutusCabutGugurSisa Dalam Tahun 2014

43640205015
100

3. Sisa Tahun 2014Perkara Masuk Tahun 2015Jumlah PerkaraPutusCabutGugurSisa Dalam Tahun 2015

156782522127 100
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PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA

NO Data Perkara Pidana Jumlah Perkara Realisasi %

1. Sisa Tahun 2012Perkara Masuk Tahun 2013Jumlah PerkaraPutusSisa Dalam Tahun 2013
168197943 100

2. Sisa Tahun 2013Perkara Masuk Tahun 2014Jumlah PerkaraPutusSisa Dalam Tahun 2014
36770619 100

3. Sisa Tahun 2014Perkara Masuk Tahun 2015Jumlah PerkaraPutusSisa Dalam Tahun 2015
976857312 100

GRAFIK PERBANDINGAN SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN
TAHUN 2013, 2014 dan 2015

PERDATA
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d. Persentase perkara yang diselesaikanYaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yangakan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).Dibawah ini akan dijelaskan pencapaian persentase perkara yangdiselesaikan untuk perkara pidana dan perdata Tahun 2015.1. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tahun 2015 adalahsebanyak 85,88%. Adalah perbandingan perkara yang diselesaikansebesar 73 perkara dengan perkara yang akan diselesaikan (saldoawal perkara dan perkara yang masuk) yaitu 9 perkara sisa tahun2014 dan 76 perkara masuk. Persentasi perkara pidana yangdiselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 90% dari totalkeseluruhan perkara pidana yang masuk, namun ternyatarealisasinya 85,88%. Hal ini disebabkan karena ada perkara yangmasuk pada akhir bulan Desember 2015, sehingga tidak
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memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015 dan harusdiselesaikan pada tahun berikutnya.
KEADAAN PERKARA PIDANA TAHUN 2013, 2014 dan 2015

NO Data Perkara Pidana Jumlah Perkara Realisasi %

1. Sisa Tahun 2012Perkara Masuk Tahun 2013Jumlah PerkaraPutus Tahun 2013Perkara Tahun 2013 yang diminutasiSisa Dalam Tahun 2013
16819794943 96,90

2. Sisa Tahun 2013Perkara Masuk Tahun 2014Jumlah PerkaraPutus Tahun 2014Perkara Tahun 2014 yang diminutasiSisa Dalam Tahun 2014
3677061619 87,14

3. Sisa Tahun 2014Perkara Masuk Tahun 2015Jumlah PerkaraPutus Tahun 2015Perkara Tahun 2015 yang diminutasiSisa Dalam Tahun 2015
97685737312 85,88

2. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2015 adalahsebanyak 67,07%. Adalah perbandingan perkara yang diselesaikansebesar 55 perkara dengan perkara yang akan diselesaikan (saldoawal perkara dan perkara yang masuk) yaitu 15 perkara sisa tahun2014 dan 67 perkara masuk. Persentasi perkara pidana yangdiselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 90% dari totalkeseluruhan perkara pidana yang masuk, namun ternyatarealisasinya 67,07%. Hal ini disebabkan karena ada perkara yangmasuk pada akhir bulan Desember 2015, sehingga tidakmemungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015 dan harusdiselesaikan pada tahun berikutnya.
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KEADAAN PERKARA PERDATA TAHUN 2013, 2014 dan 2015

NO Data Perkara Perdata Jumlah Perkara Realisasi %

1. Sisa Tahun 2012Perkara Masuk Tahun 2013Jumlah PerkaraPutus Tahun 2015CabutGugurPerkara Tahun 2015 yang diminutasiSisa Dalam Tahun 2013

619251533154
84

2. Sisa Tahun 2013Perkara Masuk Tahun 2014Jumlah PerkaraPutus Tahun 2014CabutGugurPerkara Tahun 2014 yang diminutasiSisa Dalam Tahun 2014

4364020502015
62,5

3. Sisa Tahun 2014Perkara Masuk Tahun 2015Jumlah PerkaraPutus Tahun 2015CabutGugurPerkara Tahun 2015 yang diminutasiSisa Dalam Tahun 2015

15678252215227
67,07

GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA YANG DISELESAIKAN
TAHUN 2013, 2014 dan 2015

PIDANA
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PERDATA

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 5 (lima) bulanYaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam  jangka waktumaksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktumaksimal 5 bulan (diluar sisa perkara). Jumlah perkara yang putus dalamjangka waktu maksimal 5 bulan adalah 47 perkara sementara yang putus54 perkara. Sehingga persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 5 bulan adalah 47 : 54 yakni 87 %.
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KEADAAN PERKARA PERDATA TAHUN 2013, 2014 dan 2015

NO Data Perkara Perdata Jumlah Perkara Realisasi %

1. Sisa Tahun 2012Perkara Masuk Tahun 2013Putus Tahun 2015CabutGugurSisa Dalam Tahun 2013
61915334 93,67

2. Sisa Tahun 2013Perkara Masuk Tahun 2014Putus Tahun 2014CabutGugurSisa Dalam Tahun 2014
436205015 98,76

3. Sisa Tahun 2014Perkara Masuk Tahun 2015Putus Tahun 2015CabutGugurSisa Dalam Tahun 2015
1567522127 87

KEADAAN PERKARA PIDANA TAHUN 2013, 2014 dan 2015

NO Data Perkara Pidana Jumlah Perkara Realisasi %

1. Sisa Tahun 2012Perkara Masuk Tahun 2013Putus Tahun 2013Sisa Dalam Tahun 2013
1681943 93,67

2. Sisa Tahun 2013Perkara Masuk Tahun 2014Putus Tahun 2014Sisa Dalam Tahun 2014
367619 98,76

3. Sisa Tahun 2014Perkara Masuk Tahun 2015Putus Tahun 2015Sisa Dalam Tahun 2015
9767312 87

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari

5 (lima) bulanYaitu Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikandalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara). Jumlah perkara yangputus lebih dari 5 bulan adalah 7 perkara sementara yang putus 54perkara. Sehingga persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu maksimal 5 bulan adalah 7 : 54 yakni 12,96 %.
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KEADAAN PERKARA PERDATA TAHUN 2013, 2014 dan 2015

NO Data Perkara Perdata Jumlah Perkara Realisasi %

1. Sisa Tahun 2012Perkara Masuk Tahun 2013Putus Tahun 2015CabutGugurSisa Dalam Tahun 2013
61915334 84

2. Sisa Tahun 2013Perkara Masuk Tahun 2014Putus Tahun 2014CabutGugurSisa Dalam Tahun 2014
436205015 62,5

3. Sisa Tahun 2014Perkara Masuk Tahun 2015Putus Tahun 2015CabutGugurSisa Dalam Tahun 2015
1567522127 67,07

KEADAAN PERKARA PIDANA TAHUN 2013, 2014 dan 2015

NO Data Perkara Pidana Jumlah Perkara Realisasi %

1. Sisa Tahun 2012Perkara Masuk Tahun 2013Putus Tahun 2013Sisa Dalam Tahun 2013
1681943 96,90

2. Sisa Tahun 2013Perkara Masuk Tahun 2014Putus Tahun 2014Sisa Dalam Tahun 2014
367619 87,14

3. Sisa Tahun 2014Perkara Masuk Tahun 2015Putus Tahun 2015Sisa Dalam Tahun 2015
9767312 85,88
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PERDATA
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2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan HakimSasaran Peningkatan akseptabilitas putusan hakim adalah untukmeningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui tindakanPenegakan hukum di bidang peradilan. Indikator yang digunakan adala PersentasePenurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan) Banding, Kasasi dan peninjauanKembali.Dengan tidak diajukannya upaya hukum oleh masyarakat pencari keadilanberarti tingkat kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui akseptabilitasputusan hakim, langsung dapat diterima putusan hakim di tingkat pertama.
Untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Akseptabilitas Putusan hakimmaka indikator yang digunakan adalah :

a. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) BandingYaitu membandingkan Jumlah perkara yang tidak banding dariperkara yang sudah putus selama tahun berjalan. Perkara yang Putusselama Tahun 2015 adalah perkara yang putus perdata 54 perkara danpidana 74 perkara sehingga berjumlah 128 perkara. Jumlah Perkara yangmelakukan banding adalah 4 perkara perdata dan 5 perkara pidanasehingga berjumlah 9 perkara,  sehingga Persentase Penurunan UpayaHukum (Tidak Diajukan ) Banding sebesar (128 – 9) : 128 yaitu 92,96 %.
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Tabel jumlah perkara perdata yang melakukan upaya hukum
Tahun
2015

Banding Kasasi Peninjauan
Kembali

Masuk 4 1 0
Putus 3 0 0

Tabel jumlah perkara pidana yang melakukan upaya hukum
Tahun
2015

Banding Kasasi Peninjauan
Kembali

Masuk 5 2 0
Putus 2 1 0

b. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) KasasiYaitu membandingkan jumlah perkara yang tidak kasasi dariperkara yang melakukan upaya banding. Perkara yang melakukan kasasiadalah 1 perkara perdata dan 2 perkara pidana sehingga perkara yangmelakukan upaya kasasi berjumlah 3 Perkara. Jumlah perkara yangmelakukan putus banding adalah 5 perkara, sehingga PersentasePenurunan Upaya Hukum Kasasi adalah sebesar (5 – 3 ) : 5 yakni 40 %.Tabel jumlah perkara perdata yang melakukan upaya hukum
Tahun
2015

Banding Kasasi Peninjauan
Kembali

Masuk 4 1 0
Putus 3 0 0

Tabel jumlah perkara pidana yang melakukan upaya hukum
Tahun
2015

Banding Kasasi Peninjauan
Kembali

Masuk 5 2 0
Putus 2 1 0

c. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) PKYaitu membandingkan jumlah perkara yang tidak melakukanpeninjauan kembali dari perkara yang putus di tahun berjalan. Perkarayang melakukan peninjauan kembali adalah 0 perdata dan 0 pidana yakniberjumlah 0 perkara. Jumlah perkara putus adalah 0 perkara. Sehinggapersentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan ) peninjauankembali adalah (0- 0) : 0 yakni 0 %.
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Tabel jumlah perkara perdata yang melakukan upaya hukum
Tahun
2015

Banding Kasasi Peninjauan
Kembali

Masuk 4 1 0
Putus 3 0 0

Tabel jumlah perkara pidana yang melakukan upaya hukum
Tahun
2015

Banding Kasasi Peninjauan
Kembali

Masuk 5 2 0
Putus 2 1 0Penjelasan diatas dapat tertuang pada tabel dibawah ini :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%)

Realisasi
(%)

Capaian
Kinerja2. Peningkatan AkseptabilitasPutusan Hakim Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :a. Bandingb. Kasasic. Peninjauan Kembali 907080 92,96400 103,28%57,14%0%

GRAFIK PERBANDINGAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM
(PENURUNAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI PK) PERKARA PIDANA DAN

PERDATA TAHUN 2013, 2014 DAN 2015

PIDANA
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3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian PerkaraUkuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikanadalah:a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikansecara lengkap;b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis;c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempatdan para pihak;d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.e. Rasio majelis Hakim terhadap perkara
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Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, bahwa rata – rata Pengadilan NegeriSaumlaki mampu Menyelesaiakan Administrasi Penyelesaian Serta PemberkasanPerkara Pidana sebanyak 100 %.Untuk ukuran indikator rasio majelis Hakim terhadap perkara yaitumembandingkan jumlah perkara yang masuk dengan jumlah majelis Hakim.Berdasarkan total perkara yang masuk baik perdata maupun pidana pada  Tahun2015 berjumlah 143 perkara (67 perkara perdata dan 76 perkara pidana). Jumlahmajelis Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebanyak 4 (empat) majelishakim. Sehingga Rasio Majelis hakim terhadap penangan perkara yaitu 1:35, yangmana 1 majelis Hakim dapat menangani sampai 35 perkara.Secara keseluruhan, untuk peningkatan efektifitas pengelolaaanpenyelesaian perkara tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut ini :
Tabel Analisa Peningkatan efektivitas

pengelolaan penyelesaian perkara

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%)

Realisasi
(%)

Capaian
Kinerja3. Peningkatan efektivitaspengelolaan penyelesaianperkara a. Persentase berkas yang diajukanBanding, Kasasi dan PK yangdisampaikan secara lengkap ;b. Prosentase Berkas yang diregister dansiap disidangkan ke Majelis;c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaas putusan tepatwaktu, tempat dan para pihak;d. Prosentase pelaksanaan penyitaantepat waktu dan tempat ;e. Rasio majelis Hakim terhadapperkara;

100
100100
1001:20

100
100100
1001:35

100%
100%100%
100%57,14

TABEL RINCIAN BERKAS PERKARA PERDATA
NO Data Perkara Perdata Jumlah Perkara Realisasi %

1. Sisa Tahun 2012Perkara Masuk Tahun 2013Putus Tahun 2015CabutGugurSisa Dalam Tahun 2013
61915334 100

2. Sisa Tahun 2013Perkara Masuk Tahun 2014Putus Tahun 2014CabutGugurSisa Dalam Tahun 2014
436205015 100
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3. Sisa Tahun 2014Perkara Masuk Tahun 2015Putus Tahun 2015CabutGugurSisa Dalam Tahun 2015
1567522127 100

TABEL RINCIAN BERKAS PERKARA PIDANA

NO Data Perkara Pidana Jumlah Perkara Realisasi %

1. Sisa Tahun 2012Perkara Masuk Tahun 2013Putus Tahun 2013Sisa Dalam Tahun 2013
1681943 100

2. Sisa Tahun 2013Perkara Masuk Tahun 2014Putus Tahun 2014Sisa Dalam Tahun 2014
367619 100

3. Sisa Tahun 2014Perkara Masuk Tahun 2015Putus Tahun 2015Sisa Dalam Tahun 2015
9767312 100

TABEL RATIO MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA

NO Indikator Kinerja
Tahun Tahun

20152013 2014
1. Ratio Majelis HakimTerhadap Perkara Realisasi1:20 Realisasi1:17 Target 1:20Realisasi 1:35 Capaian57,14%

GRAFIK PERSENTASE BERKAS
PERKARA PIDANA DAN PERDATA TAHUN 2013, 2014 DAN 2015

PIDANA



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat 2015

35Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

0

20

40

60

80

9

76 73 73

12

2015

Sisa Tahun 2014Masuk Tahun 2015PutusMinutasiSisa Tahun 2015

0

5

10

15

20

6

19

15

3 3

15

4

2013

Sisa Tahun 2012Masuk Tahun 2013PutusCabutGugurMinutasiSisa Tahun 2013

0

10

20

30

40

4

36

20

5
0

20
15

2014

Sisa Tahun 2013Masuk Tahun 2014PutusCabutGugurMinutasiSisa Tahun 2014

0

20

40

60

80

15

67

52

2 1

52

27

2015

Sisa Tahun 2014Masuk Tahun 2015PutusCabutGugurMinutasiSisa Tahun 2015

PERDATA



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat 2015

36Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (Access to Justice)Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dapatdiukur menjadi 4 indikator :
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikanUkuran capaian indikator kinerja Pelayanan Peradilan Untuk MasyarakatMiskin dan Terpinggirkan adalah Prosentase Proposal permintaan bantuanhukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayaniselama tahun berjalan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Saumlaki memberikanbantuan berupa membayar ahli Pengacara untuk menyelesaian Perkara -Perkara Bagi masyrakat yang kurang Mampu (prodeo), namun untuk tahun2015 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Saumlakitidak menyediakan dana tersebut sehingga indikator ini tidak terealisasidikarenakan adanya pengalihan Pembayaran dari yang semula MahkamahAgung RI melalui Pengadilan-pengadilan dibawahnya ke Kementerian hukumdan Ham.
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatYaitu membandingkan antara jumlah perkara yang masuk denganjumlah perkara yang disidangkan di tempat sidang (zetting plaat). Perkarapidana yang masuk tahun 2015 sebanyak 16 perkara untuk disidangkan dizitting plaat, perkara yang telah putus dan dilaksanakan di tempat sidangsebanyak 16 perkara dari 16 perkara yang masuk, Sehingga persentasenya (16 :16) yakni 100%. Hasil ini meningkat dari target yang ditentukan.

TABEL PENYELESAIAN PERKARA DENGAN CARA ZITTING PLAAT

NO Data Perkara Pidana Jumlah Perkara Realisasi %

1. Tahun 2013MasukPutus 1111 100
2. Tahun 2014MasukPutus 77 100
3. Tahun 2015MasukPutus 1616 100
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GRAFIK PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA
DENGAN CARA ZITTING PLAAT TAHUN 2013, 2014 DAN 2015

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian

masyarakat) yang dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1

hari kerja sejak diputus.Ukuran capaian indikator kinerja  Access To Justice adalah Prosentaseproses jadwal sidang yang dapat dipublikasikan. Proses publikasi yang dapatdiakses langsung di Meja Informasi sudah 100% dapat diakses oleh semuaMasyarakat Pencari keadilan baik untuk perkara perdata maupun perkarapidana.
TABEL DATA PERKARA PERDATA

NO Data Perkara Perdata Jumlah Perkara Realisaisi %

1. Sisa Tahun 2012Perkara Masuk Tahun 2013Putus Tahun 2015CabutGugurSisa Dalam Tahun 2013
61915334 100

2. Sisa Tahun 2013Perkara Masuk Tahun 2014Putus Tahun 2014CabutGugurSisa Dalam Tahun 2014
436205015 100

3. Sisa Tahun 2014Perkara Masuk Tahun 2015Putus Tahun 2015CabutGugurSisa Dalam Tahun 2015
1567522127 100
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TABEL DATA PERKARA PIDANA

NO Data Perkara Pidana Jumlah Perkara Realisasi %

1. Sisa Tahun 2012Perkara Masuk Tahun 2013Putus Tahun 2013Sisa Dalam Tahun 2013
1681943 100

2. Sisa Tahun 2013Perkara Masuk Tahun 2014Putus Tahun 2014Sisa Dalam Tahun 2014
367619 100

3. Sisa Tahun 2014Perkara Masuk Tahun 2015Putus Tahun 2015Sisa Dalam Tahun 2015
9767312 100

GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA
PERKARA PIDANA DAN PERDATA TAHUN 2013, 2014 DAN 2015

PIDANA
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d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat

layanan bantuan hukum (POSBAKUM)Pengadilan Negeri Saumlaki juga menyediakan Pos Bantuan Hukum(POS BAKUM) yang mampu membantu dan melayani Masyarakat  PencariKeadilan.
Tabel Analisa Peningkatan Aksesibilitas

Masyarakat terhadap peradilan (Access to Justice)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(%)
Realisasi

(%)
Capaian
Kinerja4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadap peradilan(acces to justice) 1. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan;2. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara zetting plaat;3. Persentase (amar) putusanperkara (yang menarik

100100
100

0100
100

0%100%
100%
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perhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus;4. Persentase pencari keadilangolongan tertentu (miskin)yang mendapat layananbantuan hukum (POSBAKUM).
100 0 0%

5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan PengadilanUkuran capaian indikator kinerja kepatuhan terhadap putusan pengadilanadalah Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Jumlah eksekusi yang masuktahun 2015 adalah 1 perkara sementara jumlah yang sudah ditindak lanjuti adalah1 perkara sehingga Persentase Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan hakimadalah sebesar 100 %.
Tabel Analisa meningkatnya kepatuhan

terhadap Putusan pengadilan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%)

Realisasi
(%)

Capaian
Kinerja5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan. Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklanjuti

100 0 0%

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikanadalah :a. Prosentase pegawai lulus diklat teknis yudisialb. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisialc. Prosentase pegwai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan teknisdan non teknisBerdasarkan hasil tinjauan lapangan, bahwa rata – rata Pengadilan NegeriSaumlaki mampu mencapai keempat indikator tersebut dengan persentase 100 %.



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat 2015

41Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

Tabel Analisa Peningkatan kualitas

Sumber daya manusia

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%)

Realisasi
(%)

Capaian
Kinerja3. Peningkatan efektivitaspengelolaan penyelesaianperkara a. Prosentase Pegawai Lulus DiklatTeknis Yudisial;b. Prosentase Pegawai yang lulusdiklat teknis non Yudisial;c. Prosentase Pegawai yangdipromosikan untuk mendudukijabatan Teknis dan non Teknis.

100100100
100100100

100%100%100%
C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGANDalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai targetrencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari :1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, BelanjaBarang dan Belanja Modal.2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera padaPenetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar  Rp. 3.740.493.000,- (tiga milyar tujuhratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), ini adalahgabungan DIPA untuk 01 (Badan Urusan Administrasi) dan 03 (Badan PeradilanUmum).
1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASIPagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasiadalah sebagai berikut :

No Kegiatan Pagu Awal
(Rp.)

Pagu Revisi
(Rp.)

Realisasi
(Rp.)

%1. Belanja Pegawai 2.925.109.000 3.026.609.000 3.008.169.396 99,392. Belanja Barang 584.129.000 584.129.000 562.519.250 96,33. Belanja Modal 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100
Jumlah 3.549.238.000 3.650.738.000 3.610.688.646 98,90

Program DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI terdiridari 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
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Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMahkamah Agung.
2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUMPagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umumadalah sebagai berikut :

No Kegiatan Pagu Awal
(Rp.)

Pagu Revisi
(Rp.)

Realisasi
(Rp.)

%1. Belanja Barang 201.255.000 201.255.000 191.076.900 94,94
Jumlah

Pagu DIPA (03) Badan urusan Administrasi digunakan  untuk ProgramPeningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 makadapat diuraikan sebagai berikut:1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaMahkamah Agung antara lain yaitu Pembayaran Gaji / Honor / Tunjangan, danpenyelenggaraan operasional perkantoran dengan dana yang tersedia sebesarRp. 3.650.738.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus tigapuluh delapan ribu rupiah) sedangkan pencapaian realisasi angaran sebesarRp. 3.610.688.646,- (tiga milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus delapanpuluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), Sisa anggaran Rp.40.049.354,- (empat puluh juta empat puluh Sembilan ribu tiga ratus limapuluh empat rupiah) kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaiantingkat capaian kelompok indikator input 100% sedangkan fisik pelaksanaanpekerjaan 100 %.2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Dana yang tersedia sebesarRp. 201.255.000,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.076.900,- (seratus sembilanpuluh satu juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Sisa anggaransebesar Rp. 10.178.100,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus
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rupiah) telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaiankelompok indikator input 67%, sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100%.
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BAB	IV	PENUTUP

A. KESIMPULANPengadilan Negeri Saumlaki sebagai tombak MahkamahAgung RI dalam tehnisyustisial yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentukadministrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri, adapun unsur kemandirianmaupun kinerja sehingga disadari bahwa peningkatan kinerja akan berpengaruhpada kecepatan dan kualitas pelayanan. Masalah sarana dan prasarana besertasumber daya manusia adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan,sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum yang professional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanyaintervensi atau pengaruh dari lembaga/instansi lainnya.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pengadilan Negeri SaumlakiTahun 2015 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.Laporan Kinerja ini juga sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatanyang dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pengadilan Negeri Saumlaki.Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja PengadilanNegeri Saumlaki Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasilyang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutanpelayanan masyarakat yang semakin tinggi.
B. SARANUntuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan NegeriSaumlaki untuk masa yang akan datang :1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusiauntuk peningkatan penyelesaian perkara.2. Perlu diadakan Pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)3. Masih dibutuhkannya Sumber Daya Manusia sehubungan  dengan masih adanyakerja yang merangkap, sehingga diharapkan adanya penambahan pegawai.
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PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :
NAMA : YUSTINUS LAWALATA, S,Sos

JABATAN : SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SAUMLAKISelanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H

JABATAN : KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKISelaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian  ini dalam rangkamencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam  dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalanpencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerjadari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.Saumlaki, 16 Februari 2016SEKRETARISPENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

YUSTINUS LAWALATA, S.SosNIP. 19740825 200502 1 001

KETUAPENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.HNIP. 19630902 198503 2 002
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TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN 2016SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SAUMLAKITAHUN ANGGARAN : 2016No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata). a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;c. Jumlah Perkara Yang diselesaikan;d. Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan;e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

51%30%90%100%90%10%
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali 91%70%80%
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ;b. Prosentase Berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis;c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ;e. Ratio majelis Hakim terhadap perkara

100%100%100%100%1:20
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan(acces to justice) a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat;c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalamwaktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus;d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).

100%100%100%100%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 100%
6. Peningkatan Kualitas SDM. a. Prosentase Pegawai Lulus Diklat Teknis Yudisial;b. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis non Yudisial;c. Prosentase Pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan Teknis dan non Teknis. 100%100%100%
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PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

HASIL REVIU
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ARTHUS LARWUY

JABATAN : PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SAUMLAKISelanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

NAMA : BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H

JABATAN : KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKISelaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian  ini dalam rangkamencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam  dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalanpencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerjadari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.Saumlaki, 30 April 2015PANITERA/SEKRETARISPENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

ARTHUS LARWUYNIP. 19620422 198303 1 004

KETUAPENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.HNIP. 19630902 198503 2 002
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TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN 2015SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SAUMLAKITAHUN ANGGARAN : 2015No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata). a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;c. Jumlah Perkara Yang diselesaikan;d. Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan;e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

50%30%90%100%90%5%
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali 90%70%80%
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara a. persentase berkas yang diajukan kasasi dan pk yang disampaikan secara lengkap ;b. prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis;c. persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;d. prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ;e. rasio majelis hakim terhadap perkara

100%100%100%100%1:20
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan(acces to justice) a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat;c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalamwaktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus;d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).

100%100%100%100%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 100%
6. Peningkatan Kualitas SDM. a. Prosentase Pegawai Lulus Diklat Teknis Yudisial;b. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis non Yudisial;c. Prosentase Pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan Teknis dan non Teknis. 100%100%100%
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA1. Meningkatnyapenyelesaianperkara(Perdata,Pidana)
a. Persentase mediasiyang diselesaikan Perbandingan antara mediasi yangdisepakati dengan jumlah mediasiyang diterima dan menjadi perkara Panitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
b. Persentase mediasi yangmenjadi aktaperdamaian Perbadingan antara mediasi ygdiproses dengan jumlah mediasi ygmenjadi akta perdamaian. Hakim MediasiPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunanc. Persentase sisa perkarayang diselesaikan Perbandingan sisa perkara yangdiselesaikan dengan sisa perkarayang harus diselesaikan Hakim Majelis danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunand. Persentase perkarayang diselesaikan Perbandingan perkara yangdiselesaikan dengan perkara yangakan diselesaikan (saldo awal danperkara yang masuk)

Hakim Majelis danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalamjangka waktu maksimal5 bulan

Perbandingan perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 bulan dengan perkarayang harus diselesaikan dalamwaktu maksimal 5 bulan (diluarsisa perkara)
Hakim Majelis danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan

f. Persentase perkarayang diselesaikan dalamjangka waktu lebihdari 5 bulan
Perbandingan perkara yangdiselesaikan lebih dari 5 bulandengan perkara yg diselesaikandalam waktu kurang dari 5 bulan.

Hakim MajelisPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
2
.

Peningkatanakseptabilitasputusan Hakim Persentase perkara yangtidak mengajukan upayahukum:- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali
Perbandingan jumlah perkara yangtidak mengajukan upaya hukum(Banding, Kasasi, PeninjauanKembali) dengan jumlah perkarayang putus.

Hakim Majelis Laporan Bulanandan LaporanTahunan
3
.

Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara
a. Persentase berkas yangdiajukan kasasi  dan PKyang disampaikansecara lengkap

Perbandingan antara berkas yangdiajukan Kasasi dan PK yanglengkap (terdiri dari bundel A danB) dengan jumlah berkas yangdiajukan Kasasi dan PK
Panitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan

b. Persentase berkas yangdiregister dan telahdidistribusikan keMajelis
Perbandingan antara berkasperkara yang diterimaKepaniteraan dengan berkasperkara yang didistribusikan keMajelis

Panitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaasputusan tepat waktu,tempat dan para pihak

Perbandingan antara berkasputusan dengan relas putusan yangdisampaikan ke para pihak tepatwaktu.
Panitera/ Sekretarisdan Juru Sita Laporan Bulanandan LaporanTahunan

d. Prosentase pelaksanaanpenyitaan tepat waktudan tempat Perbandingan antara permohonanpelaksanaan penyitaan denganpelaksanaan penyitaan tepat waktudan tempat
Panitera/ Sekretarisdan Juru Sita Laporan Bulanandan LaporanTahunan

e. Ratio Majelis Hakimterhadap perkara Perbandingan antara majelis hakimdengan perkara yang ditangani Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan
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4. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan (acces tojustice)
a. Persentase perkaraprodeo yangdiselesaikan Perbandingan perkara prodeo yangdiselesaikan dengan perkaraprodeo yang masuk Majelis Hakim danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunanb. Persentase perkarayang dapat diselesaikandengan cara zetting

plaatz

Perbandingan perkara yang dibawake lokasi zetting plaatz denganjumlah perkara yang diselesaikansecara zetting plaatz

Majelis Hakim danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
c. Persentase (amar)putusan perkara (yangmenarik  perhatianmasyarakat) yang dapatdiakses secara on linedalam waktu maksimal 1hari kerja sejak diputus.

Perbandingan amar putusanperkara yang menarik yangditayangkan di web site denganjumlah perkara yang menarik yangtidak Ditayangkan
Majelis Hakim danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan

d. Persentas pencarikeadilan golongantertentu (miskin)yang mendapat layananbantuan hukum(POSBAKUM)
Perbandingan perkara yangmendapat Bantuan hukum denganjumlah perkara (untuk pencarikeadilan golongan miskin) yangtidak mendapat bantuan hukum

Majelis Hakim danPanitera/ Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
5. Meningkatnyakepatuhanterhadap putusanpengadilan.

Persentase permohonaneksekusi atas putusanperkara perdata yangberkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti
Perbandingan perkara perdata yangditindaklanjuti (dieksekusi) denganperkara perdata yang belumditindaklanjuti (dieksekusi)

Ketua Pengadilandan Panitera/Sekretaris Laporan Bulanandan LaporanTahunan
6. PeningkatanKualitas SDM a. Prosentase Pegawaiyang lulus diklat teknisyudisial; Perbandingan antara pegawai yanglulus diklat teknis yudisial dan yangtidak lulus Ketua Pengadilandan Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan

b. Prosentase pegawaiyang lulus diklat nonyudisial; Perbandingan antara pegawai yanglulus diklat non teknis yudisial danyang tidak lulus Ketua Pengadilandan Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan
c. Prosentase pegawaiyang dipromosikanuntuk mendudukijabatan teknis dan nonteknis

Perbandingan antara pegawai yangdipromosikan untuk mendudukijabatan teknis dan non teknisdengan banyaknya pegawai.
Ketua Pengadilandan Panitera/Sekretaris Laporan Tahunan

KETUA

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002



MATRIKS KINERJA
REVIU RENCANA STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

2015 – 2019
Instansi : Mahkamah Agung RI

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Saumlaki

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki

Misi : 1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI
URAIAN INDIKATOR TARGET KINERJA (%) KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Memenuhi kebutuhandan kepuasanmasyarakat 1. Meningkatnyapenyelesaian perkara a. Persentase mediasi yangdiselesaikanb. Persentase mediasi yangmenjadi akta perdamaianc. Persentase perkara yangdiselesaikand. Jumlah sisa perkara yangdiselesaikane. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu 5 (lima) bulan setelahdiregisterf. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 5 (lima)bulan setelah diregister

50
30
90

100
90
5

51
30
90

100
90
10

52
30
90

100
90
10

53
35
92

100
91
12

53
35
92

100
91
12

Meningkatkanpenyelesaian perkara Peningkatanmanajemen peradilanumum Peningkatanmanajemen peradilanumum



2. Peningkatanakseptabilitas putusanhakim Persentase penurunan UpayaHukum yang tidak mengajukan :a. Banding,b. Kasasic. Peninjauan Kembali.
907080 917080 917080 927080 927580 Meningkatkan kualitasputusan tingkatpertama danpemberlakuan templateputusan

2 Keterjangkauanpelayanan PengadilanNegeri Saumlaki 3. Peningkatan aksesbilitasmasyarakat terhadapperadilan

4. Peningkatan efektifitaspengelolaan penyelesaianperkara

a. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara sitting plaatzb. Persentase perkara prodeoyang diselesaikanc. Persentase masyarakatpencari keadilan golongantertentu yang mendapatlayanan bantuan hukum(posbakum)d. Persentase (amar) putusanperkara yang menarikperhatian masyarakat yangdapat di akses secara onlinedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus
a. persentase berkas perkarayang diajukan Banding, kasasidan peninjauan Kembalib. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelisc. Persentase penyampaianpemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempatdan para pihakd. Persentase pelaksanaanpenyitaan tepat waktu dantempate. Ratio majelis Hakim terhadapperkara

100
100
100

100

100
100
100
100
1:20

100
100
100

100

100
100
100
100
1:20

100
100
100

100

100
100
100
100
1:25

100
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100

100
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100
100
1:30

100
100
100

100

100
100
100
100
1:30

Standar pelayananperadilan
Pedoman pemberianlayanan hukum bagimasyarakat tidakmampu di pengadilan

Meningkatkan sisteminformasi perkaraPengadilan NegeriSaumlaki berupamanjemen perkaraberbasis elektronik
Standar PelayananPeradilan

Peningkatan saranadan prasarananaaparatur MahakamahAgung

Peningkatanmanajemen peradilanumum

Peningkatan saranadan prasarananaaparatur MahakamahAgung

Peningkatanmanajemen peradilanumum



3 Meningkatnyakepastian hukum 5. Peningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan
6. Peningkatan kualitassumber daya manusia

Persentase putusan perkaraperdata yang mempunyaikekuatan hukum tetap yangditindak lanjuti dan di eksekusi
a. Persentase pegawai lulusdiklat teknis yudisialb. Persentase pegawai lulusdiklat teknis non yudisialc. Persentase pegawai yangdipromosikan untukmenduduki jabatan teknisdan non teknis

100

100
100
100

100

100
100
100

100

100
100
100

100

100
100
100

100

100
100
100

Penegakkan(Konsistensi) KebijakanDalam Upaya MenjagaIndependensi PutusanPeradilan
Melanjutkan ReformasiBirokrasi MahkamahAgung RI DenganMengacu Pada RoleModel ReformasiBirokrasi MahkamahAgung RI

Peningkatan saranadan prasarananaaparatur MahakamahAgung
DukunganManajemen danpelaksanaan tugasteknis lainnnyaMahkamah Agung RI

Peningkatan saranadan prasarananaaparatur MahakamahAgung
DukunganManajemen danpelaksanaan tugasteknis lainnnyaMahkamah Agung RI

KETUA

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(%)1. Peningkatan Penyelesaian Perkara(Pidana, Perdata) a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;c. Jumlah perkara yang diselesaikan;d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan;e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 (lima) bulan;f. Persentase perkara yang diselsaikan dalam jangka waktulebih dari 5 (lima) bulan;

503090100905
2 Peningkatan akseptabilitas putusanhakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :a. Bandingb. Kasasic. Peninjauan Kembali 9070803 Peningkatan efektivitaspengelolaan penyelesaian perkara a. Persentase Berkas Yang Diajukan Banding, Kasasi, PK YangDisampaikan Secara Lengkap;b. Persentase Berkas Yang Diregister Dan Siap DisidangkanOleh Majelis;c. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas PutusanTepat Waktu, Tempat Dan Para Pihak;d. Persentase Penyelesaian Penyitaan Tepat Waktu DanTempat.e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

1001001001001:204 Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadap peradilan
(access to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan carazetting plaats;c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatianmasyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktumasimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus;d. Persentase pencari  keadilan golongan tertentu (miskin) yangmendapat layanan bantuan hukum.

100100100
100

5 Meningkatnya kepatuhan terhadapputusan pengadilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdatayang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. 100
6 Peningkatan kualitas Sumber DayaManusia a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisal;b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial;c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk mendudukijabatan teknis dan non teknis.

100100100
KETUA

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002



RENCANA KINERJA TAHUN 2016

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(%)1. Peningkatan Penyelesaian Perkara(Pidana, Perdata) a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;c. Jumlah perkara yang diselesaikan;d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan;e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 (lima) bulan;f. Persentase perkara yang diselsaikan dalam jangka waktulebih dari 5 (lima) bulan;

5130901009010
2 Peningkatan akseptabilitas putusanhakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :a. Bandingb. Kasasic. Peninjauan Kembali 9170803 Peningkatan efektivitaspengelolaan penyelesaian perkaraa. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK yangdisampaikan secara lengkap;b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan olehmajelis;c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusantepat waktu, tempat dan para pihak;d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu dan tempat.e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

1001001001001:204 Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadap peradilan
(access to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan carazetting plaats;c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatianmasyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktumasimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus;d. Persentase pencari  keadilan golongan tertentu (miskin) yangmendapat layanan bantuan hukum.

100100100
100

5 Meningkatnya kepatuhan terhadapputusan pengadilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdatayang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. 100
6 Peningkatan kualitas Sumber DayaManusia a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisal;b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial;c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk mendudukijabatan teknis dan non teknis.

100100100
KETUA

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002



RENCANA KINERJA TAHUN 2017

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(%)1. Peningkatan Penyelesaian Perkara(Pidana, Perdata) a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;c. Jumlah perkara yang diselesaikan;d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan;e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktumaksimal 5 (lima) bulan;f. Persentase perkara yang diselsaikan dalam jangka waktulebih dari 5 (lima) bulan;

5230901009010
2 Peningkatan akseptabilitas putusanhakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :a. Bandingb. Kasasic. Peninjauan Kembali 9170803 Peningkatan efektivitaspengelolaan penyelesaian perkara a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK yangdisampaikan secara lengkap;b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan olehmajelis;c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusantepat waktu, tempat dan para pihak;d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu dan tempat.e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

1001001001001:254 Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadap peradilan
(access to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan carazetting plaats;c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatianmasyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktumasimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus;d. Persentase pencari  keadilan golongan tertentu (miskin) yangmendapat layanan bantuan hukum.

100100100
100

5 Meningkatnya kepatuhan terhadapputusan pengadilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdatayang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. 100
6 Peningkatan kualitas Sumber DayaManusia a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisal;b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial;c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk mendudukijabatan teknis dan non teknis.

100100100
KETUA

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002



Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Saumlaki
Tahun Anggaran : 2015

No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target
(%)

Realisasi
(%)

Capaian
Kinerja1. Peningkatan PenyelesaianPerkara (Pidana, Perdata) a. Prosentase Mediasi yangdiselesaikan;b. Persentase mediasi yangmenjadi akta perdamaian;c. Jumlah Perkara Yangdiselesaikan;d. Jumlah Sisa Perkara yangdiselesaikan;e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu     maksimal 5 bulan;f. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangkawaktu lebih     dari 5 bulan.

50309010090
5

53,7355,5546,6410087
12,96

107,76%185,16%85,15%100%96,66%
259,2%

2. Peningkatan akseptabilitasputusan Hakim Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum :a. Bandingb. Kasasic. Peninjauan Kembali 907080 92,96400 103,28%57,14%0%3. Peningkatan efektivitaspengelolaan penyelesaianperkara a. Persentase berkas yangdiajukan Banding, Kasasi danPK yang disampaikan secaralengkap ;b. Prosentase Berkas yangdiregister dan siapdisidangkan ke Majelis;c. Persentase penyampaianpemberitahuan relaasputusan tepat waktu, tempatdan para pihak;d. Prosentase pelaksanaanpenyitaan tepat waktu dantempat ;e. Ratio majelis Hakim terhadapperkara

100
100
100
100
1:20

100
100
100
100
1:35

100%
100%
100%
100%

57,14%
4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadap peradilan(acces to justice) a. Persentase perkara prodeoyang diselesaikan;b. Persentase perkara yangdapat diselesaikan dengancara zetting plaat;c. Persentase (amar) putusanperkara (yang menarikperhatian masyarakat) yangdapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak diputus;d. Persentase pencari keadilangolongan tertentu (miskin)yang mendapat layananbantuan hukum(POSBAKUM).

100100
100

100

0100
100

0

0%100%
100%

0%



5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusan pengadilan. Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara perdatayang berkekuatan hukum tetapyang ditindaklanjuti
100 100 1.000%

6. Peningkatan Kualitas SDM. a. Prosentase Pegawai LulusDiklat Teknis Yudisial;b. Prosentase Pegawai yanglulus diklat teknis nonYudisial;c. Prosentase Pegawai yangdipromosikan untukmenduduki jabatan Teknisdan non Teknis.

100100
100

100100
100

100100
100
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SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Nomor : 21/KPN/SK/12/2015

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKIMenimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris MahkamahAgung Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tangal 17November 2015 Hal Penyampaian Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan DokumenPenetapan Kinerja Tahun 2016;b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PengadilanNegeri Saumlaki Tahun 2015 perlu Membentuk TimPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah Pengadilan Negeri Saumlaki;c. Bahwa Mereka yang namanya tercantum dalam SuratKeputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki ini dipandangcakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam timpenyusunan laporan tersebut.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahankedua atas Undang-undang nomor : 14 tahun 1985 tentangMahkamah Agung.2. Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi.3. Undang-Undang  Nomor : 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman.4. Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 TentangPeradilan Umum.5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.6. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentangKedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.7. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentangSekretariat Mahkamah Agung.8. Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang



kepaniteraan Mahkamah Agung.9. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang RoadMap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.10. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentangPedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PelaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan NegeriSaumlaki.MEMUTUSKANMenetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2016
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKIPertama : Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016Pengadilan Negeri Saumlaki.Kedua : Tim kerja Melaksanakan Tugas Sesuai Arahan Ketua danPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki.Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akandiperbaiki sebagaimana mestinya.Ditetapkan di           : SaumlakiPada Tanggal           : 18 Desember 2015
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
NOMOR : 21/KPN/SK/12/2015
TANGGAL : 18 Desember 2015Pembina : Ketua Pengadilan Negeri SaumlakiNarasumber : 1. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki3. Para Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki4. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri SaumlakiKordinator/Penanggung Jawab : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri SaumlakiAnggota : 1. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki2. Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki3. Panitera Muda Perdata4. Panitera Muda Pidana5. Panitera Muda Hukum6. Kepala Urusan Umum7. Kepala Urusan Keuangan8. Kepala Urusan KepegawaianSekretaris / Operator : Staf Bagian Umum Pengadilan Negeri Saumlaki
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Pengad i lan Neger i  Saumlaki

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki, Tlpn/Fax. (0918) 22174, 22175
web: www.pn-saumlaki.go.id, e-mail: pn_saumlaki@yahoo.co.id

Maluku Tenggara Barat - 97664
Maluku - Indonesia


